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ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK

PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN
( Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk )

Oleh

Muhamad Hafidz Cahya Pratama

Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Hutan adalah tindak pidana yang
diakukan baik oleh korporasi ataupun perseorangan yang dilakukan dengan cara
penebangan ilegal, penggunaan kawasan hutan tidak sesuai izin, memperjual
belikan izin usaha pengelolaan hutan tanpa izin, dan lain sebagainya. Pada
Putusan No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, terdakwa PT. Seni Kayu Indonesia
diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku direktur utama, terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana Memindahtangankan atau
memperjualbelikan izin usaha tanpa seizin menteri yang berwenang dan di jatuhi
Pidana Denda sebesar 5 Milliar Rupiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
(1)bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan
tindak pidana lingkungan hidup, serta (2)apakah yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan juga yuridis
empiris. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara,
sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Proses yang
digunakan dalam pengolahan data dilakuka dengan cara identifikasi, klasifikasi,
dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari data yang ada. Data dianalisis secara
kualitatif dengan menguraikan informasi secara sistematis guna menjawab
permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh
kesimpulan bahwa terdakwa bertanggungjawab secara pidana karena terbukti
melanggar Pasal 96 ayat (2) huruf C UU No. 18 Tahun 2013. Terdakwa secara
hukum terbukti memenuhi unsur-unsur hukum berupa unsur korporasi dan unsur
dengan sengaja memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri, ditambah dengan
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unsur yang memberatkan berupa adanya potensi menimbulkan kerusakan hutan
dan unsur yang meringankan seperti tidak menyulitkan dalam persidangan.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi aspek dan
tujuan secara yuridis, namun dirasa belum memnuhi unsur sosiologis dan filosofis,
hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kepastian mengenai surat izin usaha
tersebut telah dicabut atau belum serta hukuman pidana yang belum menimbulkan
efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, saran dari penelitian ini yaitu diharapkan perlu adanya
penguatan terhadap penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan
tindak pidana lingkungan hidup. Dan dalam menjatuhkan putusan terhadap
korporasi, Hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan unsur yuridis, sosiologis,
dan juga unsur filosofis. Serta mempertimbangkan untuk menambahkan bentuk
pertanggungjawaban berupa menanam kembali pohon, sebagai bentuk dari
pertanggungjawaban korporasi yang melakukan perusakan. Agar putusan yang
diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan meberikan perlindungan
kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah lingkungan hidup tersebut
sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai.

Kata Kunci : Korporasi, Perusakan Hutan, PertanggungjJawaban Pidana
Korporasi



ABSTRACT

ANALYSIS OF CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
ACTIONS OF ENVIRONMENTAL DESTRUCTION OF FORESTS

(Study of Decision Number 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk

By

MUHAMAD HAFIDZ CAHYA PRATAMA

The Crime of Forest Environmental Destruction is a crime committed by both
corporations and individuals which is carried out by means of illegal logging, use
of forest areas not in accordance with permits, selling and buying forest
management business permits without permits, and so on. In Decision
No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, the defendant PT. Seni Kayu Indonesia represented
by Yosep Ali Purnama as the main director, was legally and convincingly proven
to have committed the crime of Transferring or selling business permits without
the permission of the authorized minister and was sentenced to a fine of 5 billion
Rupiah. The problems in this study are (1) how is the criminal responsibility for
corporations that commit environmental crimes, and (2) what is the basis for the
judge's consideration in making decisions against perpetrators of environmental
crimes.

This study uses a normative and empirical legal approach. The primary data
used in this study came from interviews, while secondary data was obtained
through literature studies. The process used in data processing is carried out by
means of identification, classification, and drawing conclusions based on existing
data. Data is analyzed qualitatively by systematically describing information in
order to answer the problems in this study.

Based on the results of the research and discussion in this study, it was concluded
that the defendant is criminally responsible because he was proven to have
violated Article 96 paragraph (2) letter C of Law No. 18 of 2013. The defendant
was legally proven to have fulfilled the legal elements in the form of corporate
elements and elements of intentionally transferring or selling permits issued by
authorized officials except with the approval of the minister, plus aggravating
elements in the form of the potential to cause forest damage and mitigating
elements such as not making it difficult in court. The judge's considerations in
passing the verdict have fulfilled the legal aspects and objectives, but it is felt that
they have not fulfilled the sociological and philosophical elements, this can be
seen from the lack of certainty regarding whether the business license has been
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revoked or not and the criminal sentence has not had a deterrent effect on the
perpetrator.

Based on this, the suggestion from this study is that it is hoped that there will be a
need to strengthen the enforcement of criminal law against corporations that
commit environmental crimes. And in making a decision against a corporation,
the Judge is expected to pay more attention to the legal, sociological, and
philosophical elements. And consider adding a form of accountability in the form
of replanting trees, as a form of corporate accountability for the destruction. So
that the decision given can provide a deterrent effect on the perpetrator and
provide protection to the community living around the environmental area so that
the objectives of the law can be achieved.

Keywords: Corporations, Forest Destruction, Corporate Criminal Liability
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia pada hakikatnya terkait dengan lingkungan, karena

keberadaan kita bergantung padanya. Lingkungan menyediakan sumber daya

penting yang sangat penting bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan dan

memenuhi kebutuhan dasarnya.1 Lingkungan hidup merupakan anugerah dari

Allah SWT yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab

oleh seluruh makhluk hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup secara baik sangat

penting dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun juga disertai dengan tanggung

jawab yang besar dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk

menjamin keberlanjutan nya. Semua bentuk kehidupan saling berhubungan dalam

ekosistem ini, bergantung satu sama lain dan pada alam. Untuk menjaga

keseimbangan, penting untuk melestarikan ekosistem ini dan mencegah kerusakan

dan pencemaran lingkungan.2

Lingkungan hidup pada dasarnya sangat penting bagi keberadaan, kebudayaan,

dan peradaban manusia. Sejak awal kelahiran dan sepanjang hidup, faktor

lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Keberadaan dan

keberlangsungan kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan

hidup, sehingga pelestarian nya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan

perkembangan kita Oleh karena itu perawatan dan perlindungan bagi Lingkungan

Hidup juga merupakan bagian dari tanggungjawab kita.3

1Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional. (Jakarta: Sinar
Grafika,2017), hlm 1.
2Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hlm 1
3Moh. Fadli, Mukhlish dan Mustafa Lutfi. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. (Malang: UB Press,
2016), hlm 4.
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Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup merumuskan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Lingkungan hidup adalah kesatuan benda ruang dengan semua benda,

daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin kompleks, mencakup dimensi

praktis, konseptual, ekonomi, etika, dan sosial. Hukum pidana memainkan peran

penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan melindungi alam,

flora, dan fauna melalui pendekatan ekologi, sekaligus menjaga masa depan umat

manusia dari degradasi lingkungan. Fokus ganda ini telah melahirkan konsep

“environmental laws with penal sanctions”, yang bertujuan untuk melindungi

berbagai kepentingan lingkungan hidup.4

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (17) menyatakan dengan jelas

bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Kerusakan mengacu pada

sesuatu yang tidak dapat lagi menjalankan fungsi yang dimaksudkan. Jika

menyangkut kerusakan lingkungan hidup, artinya lingkungan hidup semakin

rusak, kehilangan kegunaannya, dan berpotensi mendekati kepunahan. Dalam

kasus yang parah, hal ini bahkan dapat menyebabkan punahnya aspek-aspek

tertentu dari lingkungan. Pada awalnya, permasalahan lingkungan hidup

dipandang sebagai kejadian alam yang berdampak kecil terhadap masyarakat dan

dapat teratasi dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun, saat ini, isu-

isu lingkungan hidup telah meningkat lebih dari sekedar masalah alam, yang

menunjukkan kemunduran yang signifikan dan kegagalan penegakan hukum

lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah

4 Tonny Samuel, “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan”, (Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi, Volume 8 Nomor 1, Maret
2016), hlm 175.
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menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama akibat tidak

konsistennya mekanisme pengelolaan dan pengawasan.

Salah satu perkara perusakan lingkungan hidup yang diadili oleh Pengadilan

Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk adalah

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Meminta

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, seperti perseroan terbatas, atas

tindak pidana yang dilakukannya menimbulkan kompleksitas hukum, terutama

karena korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki tubuh fisik dan

kesadaran moral. Berbeda dengan individu, korporasi beroperasi melalui

manajemen dan perwakilannya, sehingga sulit untuk menerapkan konsep

pertanggungjawaban pidana tradisional. Meskipun demikian, perkembangan

hukum telah memungkinkan pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada

korporasi, terutama dalam kasus-kasus yang kerusakan lingkungannya terjadi

sebagai akibat dari tindakan atau kelalaiannya.

Kejahatan korporasi sering disebut sebagai “kejahatan bayangan” karena

kejahatan ini terjadi dengan cara yang sering tidak disadari oleh masyarakat

umum, bahkan ketika mereka menjadi korbannya. Jenis tindak pidana ini

berbahaya karena biasanya melibatkan struktur dan tindakan kompleks yang tidak

mudah terlihat atau dipahami. Dalam kasus aktivitas kriminal korporasi, tanggung

jawab sering kali tersebar di berbagai tingkatan dalam organisasi, sehingga

menimbulkan tantangan dalam menentukan individu atau entitas mana yang harus

bertanggung jawab. Pembagian tanggung jawab ini dapat menimbulkan

kebingungan yang signifikan bagi pihak berwenang ketika menentukan siapa yang

harus dituntut atau dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dipandang

layak ditetapkan sebagai subjek hukum pidana, dengan ditetapkan pula tindakan

normatif dalam pemidanaannya. Dalam hukum Indonesia, penetapan korporasi

sebagai subjek tindak pidana diatur di luar KUHP. Peraturan-peraturan tersebut

dapat digolongkan menjadi dua: pertama, korporasi diakui sebagai subjek tindak
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pidana, namun tanggung jawab pidana dibebankan kepada para anggota atau

pengurus korporasi; kedua, korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana dan

secara tegas dikenakan pertanggungjawaban pidana secara langsung.5 Pasal 46

ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Tindak pidana yang

dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu

sebagai pengurus dari badan hukum tersebut”, sehingga tanggung jawab pidana

atas tindak pidana lingkungan hidup dijatuhkan kepada mereka yang

mengeluarkan perintah atau memimpin kegiatan tersebut di dalam atau atas nama

badan usaha. Orang-orang ini dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk penjara

dan denda. Mekanisme tata kelola hukum korporasi dalam penanganan tindak

pidana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana

korporasi. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan korporasi sebagai sekumpulan orang

dan harta benda yang terorganisir, baik yang berbentuk badan hukum maupun

tidak. Meskipun demikian, korporasi tindak pidana lingkungan hidup masih

belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menjatuhkan sanksi

pidana karena belum adanya prosedur khusus untuk menangani kasus tersebut.

Namun dengan disahkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 memberikan landasan

bagi penegakan hukum pidana, memungkinkan penetapan korporasi sebagai objek

tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di luar

KUHP. Peraturan-peraturan ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua

kategori:

1) Peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan korporasi sebagai
subjek tindak pidana dan dapat diminta secara langsung
pertanggungjawaban pidana;

2) Peraturan perundang – undangan yang menetapkan korporasi sebagai tindak
pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan
kepada anggota dan pengurus korporasi.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, PT Seni Kayu

Indonesia, yang diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku direktur utama, terjerat

5 Budi Suhariyanto, “Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak
Pidana Korupsi”, (dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2,
Juni 2016), hlm 205.
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kasus tindak pidana korporasi di sektor kehutanan dengan dua dakwaan

pelanggaran berat. Pertama, pada kurun waktu 2019 hingga 2021, perusahaan

tersebut didakwa menerima, menjual, menyimpan, dan memiliki kayu ilegal dari

kawasan hutan. Kedua, perusahaan tersebut diduga melakukan pengalihan atau

penjualan izin usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri yang

berwenang. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang

menegaskan pentingnya pengelolaan hutan yang sah dan bertanggung jawab. PT

Seni Kayu Indonesia terbukti melakukan tindakan yang berpotensi merusak hutan,

sehingga dinyatakan bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena

kasus tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul skrpisi

“Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor

35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang

melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup pada putusan No.

35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian hukum pidana formil,

khususnya mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang kehutanan.

Di dalamnya juga memuat analisis mengenai dasar hukum dan pertimbangan

hakim dalam mengambil keputusan terkait pidana korporasi dalam kasus

perusakan lingkungan hidup pada Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk. Ruang
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lingkup penelitian adalah Pengadilan Negeri Tajung Karang, Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI Lampung, dan

Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta penelitian dilaksanakan pada tahun

2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang

melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan kepada

Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk.

b. Untuk mengetahui alasan atau dasar-dasar dari pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak

pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan kepada Putusan No.

35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk.

2. Keigunaan Peineilitian

a. Seicara teioritis :

1) Peinulisan skripsi ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribusi bagi
peirkeimbangan peimikiran hukum dan meimbeirikan landasan bagi keimajuan
hukum yang leibih luas. Seilain itu, beirtujuan untuk meinambah wawasan
keiilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk peineilitian seilanjutnya.

2) Peinulisan skripsi ini juga diharapkan dapat meinambah peimahaman
meingeinai tindak pidana korporasi di bidang keihutanan.

b. Seicara Praktis :

1) Hasil skripsi ini diharapkan dapat meinjadi masukan bagi masyarakat
umum dan para profeisional hukum di bidang hukum.

2) Hasil peineilitian ini juga diharapkan dapat meimbeirikan tambahan wawasan
keipada peineigak hukum dalam meineirapkan sanksi teirhadap korporasi yang
teirlibat dalam peirusakan lingkungan hidup di seiktor keihutanan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Keirangka Teioritis

Keirangka teiori meirupakan suatu abstraksi peimikiran yang beirfungsi seibagai

acuan atau landasan yang reileivan deingan peineilitian ilmiah, khususnya dalam
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kajian hukum. Peineiliti meimanfaatkan keirangka teioritis untuk meinganalisis

peirmasalahan yang dibahas dalam peineilitian, meimastikan bahwa seitiap diskusi

didasarkan pada teiori yang sudah ada. Keirangka teiori yang digunakan dalam

peineilitian ini adalah:

a. Teiori Peirtanggungjawaban Pidana

Unsur tindakan meirupakan hal yang meindasar dalam peirtanggungjawaban pidana,

kareina seiseiorang tidak dapat dihukum tanpa meilakukan suatu peirbuatan yang

dilarang seicara hukum. Hal ini seijalan deingan asas leigalitas, yang meinsyaratkan

bahwa peirbuatan harus dideifinisikan seibagai peilanggaran meinurut hukum agar

dapat dikeinakan tanggung jawab.6 Peirtanggungjawaban Pidana meilibatkan

peimbeirian hukuman pada individu atas tindakan meireika yang meilanggar hukum

atau meingakibatkan keiadaan yang dilarang.7 Dalam hukum pidana, apabila

seiseiorang meilakukan suatu peilanggaran atau peirbuatan meilawan hukum maka

akan dimintai peirtanggungjawaban beirdasarkan asas hukum yang teilah diteitapkan.

Salah satu asas teirseibut adalah “nullum deilictum nulla poeina sinei praeivia leigei”,

yang juga dikeinal deingan asas leigalitas. Asas yang meinjadi peidoman dasar ini

meinyatakan bahwa tidak seiorang pun dapat dihukum kareina suatu tindak pidana

keicuali peilanggaran teirseibut teilah diteintukan seibeilumnya oleih undang-undang.

Seilain itu, diteigaskan bahwa “seiseiorang tidak dapat dihukum jika tidak ada

keisalahan atau keisalahannya.”8

Meinurut Prodjohamidjojo, seiseiorang dianggap meilakukan keisalahan apabila pada

saat meilakukan tindak pidana masyarakat meinganggap peirbuatannya patut

meindapat keicaman. Oleih kareina itu, meinurutnya, seiseiorang dapat dihukum

beirdasarkan dua faktor utama, yaitu:

1) Harus ada peirbuatan yang beirteintangan deingan aturan hukum, artinya
peirbuatan itu meingandung unsur meilawan hukum. Ini meirupakan unsur
subye iktif dari tindak pidana teirseibut.

2) Dalam kaitannya deingan peilaku, harus ada unsur keiseingajaan atau keilalaian
yang timbul dari peirbuatan meilawan hukum teirseibut seihingga meimbuat

6 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, (Bina Aksara. Jakarta. 2007). Hlm. 49
7 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.
8 Ibid.,
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orang teirseibut dapat dipeirtanggungjawabkan. Ini juga meirupakan bagian dari
unsur subjeiktif.9

Peirtanggungjawaban pidana beirarti bahwa siapa pun yang meilakukan tindak

pidana atau meilanggar hukum, seibagaimana dimaksud dalam undang-undang,

beirtanggung jawab atas peirbuatannya jika teirbukti beirsalah. Meireika yang teirbukti

meilakukan tindakan yang beirsalah harus beirtanggung jawab atas tindakan meireika

dan meinghadapi hukuman pidana yang seisuai. Seiseiorang dianggap meilakukan

keisalahan apabila peirbuatannya jika dilihat dari sudut pandang normatif

meinunjukkan keisalahannya di mata hukum. Teirdapat 2 teiori dalam

peirtanggungjawabn pidana yaitu :

1) Teiori Monistis, beirpeindapat bahwa peirbuatan pidana dan keisalahan tidak
dapat dipisahkan kare ina keisalahan meirupakan bagian dari unsur-unsur
peirbuatan pidana. Oleih kareina itu, meinurut teiori ini, tidak mungkin ada
peirtanggungjawaban pidana tanpa adanya keisalahan.

2) Teiori Dualistis, seicara jeilas meimisahkan peirbuatan pidana dan keisalahan.
Keisalahan tidak dianggap seibagai bagian dari peirbuatan pidana itu seindiri,
teitapi peinting dalam meineintukan peirtanggungjawaban pidana. Dalam
pandangan ini, peirbuatan pidana (actus reius) beirbeida dari keisalahan (meins
reia), dan peirtanggungjawaban pidana seimata-mata beirgantung pada adanya
keisalahan.10

Seicara umum, peirtanggungjawaban pidana beirupaya untuk meineintukan apakah

seiorang teirdakwa atau teirsangka dapat dimintai peirtanggungjawaban atas tindak

pidana yang dilakukannya, yang pada akhirnya meingarah pada hukuman jika

tanggung jawab sudah diteitapkan. Proseis ini beirtujuan untuk meinilai apakah

peirbuatan seiseiorang meimeinuhi syarat peirtanggungjawaban hukum beirdasarkan

hukum pidana.11

b. Teiori PeirtimbanganPutusan Hakim

Salah satu proseis peinting dalam peineigakan hukum teirjadi dalam sisteim

peingadilan. Peiran peingadilan adalah meingadili kasus dan meineintukan apakah

seiseiorang beirsalah, seirta meinilai tanggung jawab pidana. Proseis ini

meimbutuhkan keiahlian dan inteigritas, kareina keiputusan hakim meirupakan

9 Ibid.,
10 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Pernadamedia Grup,
2016) hlm. 127.
11 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yokyakarta &
PUKAP-Indonesia, 2012), hlm. 45.
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puncak dari kasus teirseibut. Hakim meimbeirikan putusannya meingnai hal-hal

seibagai beirikut:

1) Keiputusan teintang fakta/peiristiwa: Meineintukan apakah teirdakwa beinar-beinar
meilakukan tindakan yang dituduhkan keipadanya.

2) Keiputusan teintang hukum: Meineintukan apakah tindakan teirseibut meirupakan
keijahatan dan apakah teirdakwa beirsalah seicara hukum dan dapat dihukum.

3) Keiputusan teintang hukuman: Meineintukan hukuman yang teipat jika teirdakwa
teirbukti beirsalah..12

Meinurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus didasarkan pada tiga aspeik utama,

yakni aspeik yuridis, aspeik filosofis, dan aspeik sosiologis, agar keiadilan yang

dicapai, diwujudkan, dan diteigakkan dalam putusan teirseibut meiliputi keiadilan

hukum, moral, dan sosial.

1) Aspeik yuridis, meirupakan landasan utama yang beirsumbeir dari peiraturan
peirundang-undangan yang beirlaku. Seibagai peineigak hukum, hakim dituntut
untuk meinafsirkan dan meineirapkan norma hukum deingan meingideintifikasi
keiteintuan hukum yang reileivan yang beirlaku dalam peirkara teirseibut. Hakim
juga harus meinilai apakah hukum yang dimaksud adil, beirmanfaat, dan
meimbeirikan keipastian hukum, kareina salah satu tujuan meindasar hukum
adalah meinciptakan keiadilan.

2) Aspeik filosofis, beirlandaskan pada peincarian keibeinaran dan hakikat keiadilan,
yang meinceirminkan dimeinsi moral yang meindasari peinalaran hukum.

3) Aspeik sosiologis, meiliputi peimahaman teirhadap nilai-nilai budaya dan norma
sosial yang beirlaku di masyarakat. Aspeik ini meimastikan bahwa putusan
hukum seilaras deingan rasa keiadilan masyarakat dan reialitas sosial.

Peineirapan peirtimbangan filosofis dan sosiologis meimeirlukan peingalaman yang

meindalam, peingeitahuan yang luas, dan keibijaksanaan. Aspeik-aspeik teirseibut tidak

seipeinuhnya meimatuhi asas leigalitas atau sisteim hukum yang baku, seihingga

peineirapannya dalam praktik meinjadi leibih rumit. Namun deimikian, inteigrasi

keitiga aspeik teirseibut—hukum, filosofis, dan sosiologis—sangat peinting untuk

meinghasilkan keiputusan yang tidak hanya beinar seicara hukum, teitapi juga

dianggap adil dan dapat diteirima oleih masyarakat.13

Yang dimaksud deingan “peirtimbangan hakim atau consideirans adalah alasan

yang digunakan hakim dalam meingambil keiputusan dalam suatu peirkara. Dan

12 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 74.
13 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar
Grafika,2018), hlm 126-127
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apabila alasan yang digunakan hakim diaggap tidak pantas atau tidak beinar maka

alasan hakim dapat dikritisi atau dieivaluasi oleih orang lain beirdasarkan keiadilan

putusannya”.14 Seidanglan meinurut Sudikno Meirtokusumo, “suatu putusan hakim

seicara seideirhana meiliputi “irah-irah” (judul), pokok-pokok putusan,

peirtimbangan-peirtimbangan, dan putusan. peirtimbangan-pe irtimbangan yang

harus kuat dan jeilas untuk meimastikan bahwa keiputusan yang diambil objeiktif

dan beirwibawa”.15

2. Konseiptual

Keirangka Konseiptual adalah tata cara meinyusun beirbagai konseip yang meinjadi

peirhatian utama dalam meilakukan suatu peineilitian teirkait peingeirtian yang saling

beirhubungan, yaitu:

1) Peirtanggungjawaban dalam hukum pidana, diseibut juga peirtanggungjawaban
pidana atau criminalliability, meingacu pada proseis meiminta
peirtanggungjawaban seiseiorang atas tindakan yang meilanggar larangan
hukum atau meinciptakan kondisi yang dilarang. Hal ini meilibatkan
peingalihan konseikueinsi tindak pidana keipada peilaku, meimastikan bahwa
hukuman dijatuhkan atas tindakan yang salah. Pada dasarnya,
peirtanggungjawaban pidana beirfokus pada meinghubungkan tindak pidana
deingan orang yang beirtanggung jawab dan meineintukan dampak hukum yang
seisuai.16

2) Tindak pidana atau peilanggaran adalah peirbuatan yang dilarang oleih aturan
hukum, dan larangan teirseibut diseirtai deingan hukuman atas
peilanggarannya.17

3) Korporasi adalah suatu organisasi atau peirusahaan yang dapat beirbeintuk
badan hukum maupun bukan badan hukum. Istilah "korporasi" beirasal dari
kata Inggris "corporatei", yang beirasal dari kata Latin "corpus", yang beirarti
"badan". Jadi, “korporasi” pada hakikatnya meingacu pada suatu badan atau
keilompok yang teirorganisir. Seicara hukum, korporasi adalah suatu peirseiroan
yang diakui meinurut hukum peirdata.18

4) Peirusakan lingkungan meingacu pada tindakan manusia yang seicara langsung
atau tidak langsung meingubah karakteiristik fisik, kimia, atau biologis
lingkungan, meilampaui batas yang diteitapkan untuk keibeirlanjutan
lingkungan. Keirusakan teirseibut dapat sangat meirusak eikosisteim, meingurangi

14 M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta, 2005), hlm. 22.
16 Aryo fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", (Jurnal Hukum
Positum 5.2 2020), hlm. 10-19.
17 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 35.
18 Pengertian Korporasi https://www.gramedia.com/literasi/korporasi-adalah/ diakses pada 5
September 2024.

https://www.gramedia.com/literasi/korporasi-adalah/
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keianeikaragaman hayati, meimeingaruhi keiseihatan manusia, dan meingganggu
keiseiimbangan alami lingkungan.19

5) Lingkungan hidup dideifinisikan seibagai ruang teirpadu yang meincakup seimua
objeik, keikuatan, kondisi, dan makhluk hidup teirmasuk manusia dan
peirilakunya yang meimeingaruhi keilangsungan hidup dan keiseijahteiraan
manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan meincakup seigala seisuatu di
seikitar manusia dan organismei lain, di mana teirdapat hubungan yang
kompleiks dan timbal balik di antara beirbagai komponein, yang seimuanya
saling meimeingaruhi.20

6) Hutan adalah suatu kawasan teimpat tumbuhnya peipohonan seicara alami,
meimbeintuk suatu eikosisteim keihidupan yang meiliputi keihidupan hayati dan
lingkungan alam seikitarnya, dan diteitapkan seicara reismi oleih peimeirintah
seibagai hutan.21

7) Peirusakan hutan meingacu pada proseis atau tindakan meirusak hutan meilalui
peineibangan liar, peinggunaan lahan tanpa izin, atau peinyalahgunaan izin yang
beirteintangan deingan tujuan peingeilolaan hutan. Ini teirmasuk keigiatan yang
dilakukan di kawasan hutan yang teilah diteitapkan, seidang dalam proseis
peineitapan, atau teilah diteitapkan oleih peimeirintah..22

E. Sistematika Penulisan

Seihubungan deingan peineilitian ini, sisteim peinulisan teirstruktur beirikut digunakan

untuk meimastikan keijeilasan dan keimudahan peimahaman:

I. PENDAHULUAN

Bab peindahuiluian meimaparkan latar beilakang peirmasalahan uitama yang

dibahas dalam skripsi. Meimbahas peirmasalahan dan ruiang lingkuip, tuijuian

dan manfaat peineilitian, keirangka teiori dan konseiptuial, seirta meinguiraikan

sisteimatika peinuilisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meinyajikan tinjauian puistaka kompreiheinsif yang meingkaji beirbagai

konseip teirkait peinyu isuinan skripsi ini. Kajian teirseibuit meincakuip istilah

peirtangguingjawaban pidana, tuijuian peimidanaan, peimidanaan korporasi,

19 Nina Herlina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di
Indonesia." (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3.2, 2017), hlm. 162-176.
20 Ibid.
21 Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1999), hlm. 233.
22 Pengertian perusakan hutan,dlkh/banten/ pemberantasan-dan pencegahan/peruskan hutan,
diakses pada 25 Agustus 2024

Perusakan%20hutan/%20dlkh%20banten/%20pencegahan%20dan%20pemberantasan%20keruskan%20hutan
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seijarah peirkeimbangan peirtangguingjawaban pidana korporasi, teiori-teiori yang

meindasarinya, seirta tindak pidana lingkuingan hiduip. Seimuia konseip ini

dipeiroleih dari beirbagai suimbeir reifeireinsi.

III. METODE PENELITIAN

Bagian meitodei peineilitian meinjeilaskan peindeikatan yang diguinakan uintuik

meingatasi masalah, meirinci suimbeir data, meitodei peingolahan data, dan teiknik

analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meinyajikan dan meimbahas teimuian peineilitian, meimbeirikan analisis

dan deiskripsi teirkait peirtangguingjawaban pidana korporasi atas tindakan

langsuing dan tidak langsuing peiruisakan lingkuingan huitan.

V. PENUTUP

Bab peinuituip meirangkuim keisimpuilan yang diambil dari peineilitian dan

meincakuip reikomeindasi teirkait isui-isui inti yang dieiksplorasi dalam peineilitian

ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan asas inti dalam huikuim pidana yang

meilampauii peirtimbangan huikuim dan meincakuip nilai-nilai moral seirta gagasan

keiadilan masyarakat. Prinsip ini beirfuingsi uintuik meineintuikan apakah seiseiorang

yang dituiduih meilakuikan keijahatan dapat dianggap beirtangguing jawab dan

keimuidian dihuikuim beirdasarkan keisalahan yang dilakuikan. Asas ini meineikankan

bahwa tidak seitiap tindakan meilawan huikuim meingarah langsuing pada sanksi

pidana; tindakan teirseibuit haruis meimeinuihi uinsuir-uinsuir teirteintui seipeirti

keiseingajaan ataui keilalaian, beiseirta keiteintuian lain yang diteitapkan oleih uindang-

uindang. Oleih kareina itui, tangguing jawab pidana beirfuingsi seibagai standar peinting

uintuik meincapai keiadilan, meinjaga keiteirtiban uimuim, dan meinuimbuihkan eifeik jeira

guina meimastikan masyarakat yang aman dan teirtib.23

1. Peingeirtian Pidana

Huikuiman pidana seibagaimana dideifinisikan oleih Algaei Jassein adalah suiatui alat

yang diguinakan oleih peinguiasa (hakim) uintuik meimpeiringatkan individui yang

beirbuiat tidak adil. Hal ini meincakuip peirampasan hak-hak teirteintui yang

seiharuisnya dapat dinikmati oleih peilakui, seipeirti keihiduipan, keibeibasan, ataui harta

beinda, seiandainya meireika tidak meilakuikan tindak pidana. Roeislan Saleih

meinambahkan, peimidanaan meiruipakan reiaksi teirhadap tindak pidana yang

seingaja dituijuikan keipada peilakui uintuik meinimbuilkan peindeiritaan seibagai akibat

peirbuiatan meilawan huikuimnya.24

23 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm 16.
24 Maya Shafira, et al. HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER. (Lampung: Pusaka
Media. 2022), hlm 21.
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Peimidanaan dapat diartikan seibagai proseis peinilaian dan peineigakan akibat huikuim

pidana. Istilah “kriminal” meingacui pada peilakui peilanggar huikuim, seidangkan

“huikuiman” meingacui pada huikuiman yang dijatuihkan keipada peilanggar huikuim.

tindak pidana digolongkan meinjadi deilik formil dan deilik mateiriil.25 Meinuiruit

Barda Nawawi Arieif, jika peimidanaan diartikan seicara luias seibagai proseis hakim

dalam meinjatuihkan pidana, maka sisteim pidana meincakuip seiluiruih keiteintuian

huikuim yang meingatuir bagaimana huikuim pidana diteigakkan dan diopeirasionalkan

seicara konkrit, seihingga meinjamin peilakuinya dihuikuim.26 Dimana Peirkeimbangan

teiori huikuiman teilah beirgeiseir dari fokuis pada reitribuisi atas tindakan di masa lalui

meinuijui tuijuian yang leibih beirwawasan kei deipan.

Tuijuian peimidanaan saat ini antara lain:
1) meinceigah tindak pidana di masa deipan deingan meineigakkan norma huikuim

uintuik meilinduingi masyarakat,
2) meireihabilitasi peilakui meinjadi individui yang produiktif dan taat huikuim,
3) meinye ileisaikan konflik sosial akibat tindak pidana uintuik meimuilihkan

keiseiimbangan dan peirdamaian dalam masyarakat,
4) meinghilangkan rasa beirsalah peilakui meilaluii proseis keiadilan dan reiparasi.

Peindeikatan modeirn ini meinguipayakan peirlinduingan masyarakat dan reiinteigrasi

peilakui. Seihingga dapat ditarik keisimpuilan bahwa Peimidanaa adalah suiatui proseis

huikuim yang beirtuijuian uintuik meimbeirikan sanksi keipada individui yang teirbuikti

meilakuikan tindak pidana, yang dapat beiruipa pidana peinjara, deinda, ataui sanksi

huikuim lainnya. Namuin, di luiar peilaksanaannya, huikuiman meimpuinyai tuijuian

yang leibih kompleiks, seipeirti meinceigah tindak pidana di masa deipan,

meireihabilitasi peilakui, meinjamin keiadilan bagi korban, dan meinjaga keiteirtiban

sosial deingan meinjuinjuing tinggi suipreimasi huikuim. Hal ini meinceirminkan

peindeikatan yang leibih luias dan beiragam dalam meinye iimbangkan reitribuisi deingan

tuijuian peirlinduingan dan reiformasi masyarakat.

2. Peingeirtian Peirtangguingjawaban Pidana

Peirtangguingjawaban Pidana beirmuila pada Reivoluisi Peirancis. Pada saat itui, tidak

hanya manuisia saja yang dapat dimintai peirtangguingjawaban atas tindak pidana;

25 Leden Merpaung, Op.Cit. Hlm 2.
26 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2002), hlm. 129.



15

bahkan binatang dan beinda mati puin bisa dimintai peirtangguingjawaban. Seilain itui,

seiseiorang dapat dihuikuim atas tindakan orang lain, kareina huikuimannya tidak

hanya meincakuip keiluiarga ataui teiman peilakui, teirleipas dari keiteirlibatannya dalam

tindak pidana teirseibuit. Namuin, seiteilah Reivoluisi Peirancis, peirtangguingjawaban

pidana beirgeiseir kei fokuis pada filosofi keiheindak beibas yang dikeinal deingan teiori

tradisionalismei. Konseip keiheindak beibas ini meineigaskan bahwa individui dapat

dianggap beirtangguing jawab seicara pidana beirdasarkan keimampuian meireika

uintuik meimbuiat pilihan yang teipat. Meinuiruit teiori ini, seiseiorang pada uisia teirteintui

suidah mampui meimbeidakan peirbuiatan yang beinar dan salah.27

Asas peirtangguingjawaban dalam huikuim pidana adalah tidak seiorang puin dapat

dihuikuim tanpa keisalahannya (geiein straf zondeir schuild; actuis non facit reiuim nisi

meins sit reia). Prinsip ini, meiski tidak teirtuilis seicara eiksplisit dalam uindang-

uindang, namuin teirdapat dalam norma huikuim tidak teirtuilis dan diteirapkan di

Indoneisia. Namuin dalam huikuim pidana fiskal, konseip keisalahan tidak beirlakui

sama. Dalam kasuis seipeirti ini, individui yang meilanggar peiratuiran fiskal akan

dikeinakan deinda ataui peinyitaan aseit, teirleipas dari niat ataui keisalahannya.28

Tangguing jawab dalam huikuim pidana meingacui pada kapasitas individui uintuik

beirtangguing jawab atas keisalahannya. Seitiap orang beirtangguing jawab atas

peirbuiatannya, namuin peirilakuinyalah yang meingarahkan hakim uintuik

meinjatuihkan huikuiman. Agar suiatui tindak pidana dapat dipidana, haruis dipeinuihi

beibeirapa syarat: orang teirseibuit haruis peirnah meilakuikan suiatui peirbuiatan (baik

aktif mauipuin pasif) seibagaimana diatuir dalam KUiHP, peirbuiatan teirseibuit haruis

meilawan huikuim, dan tidak boleih ada peimbeinaran teirhadap peirbuiatan teirseibuit.

Seilain itui, orang teirseibuit haruis beirsalah dalam arti luias, yang meincakuip

keimampuian uintuik meingambil tangguing jawab, keiseingajaan ataui keilalaian, dan

tidak adanya keiadaan yang meiringankan.

27 Marwan Efendi, Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum
Pidana. (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014), hlm 203.
28 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 165.
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Peirtangguingjawaban pidana meimeigang peiranan peinting dalam sisteim huikuim

pidana, khuisuisnya yang beirkaitan deingan asas daad-dadeirstarfreicht (meinghuikuim

baik peilakui mauipuin peilakuinya). Dalam KUiHP Indoneisia, seiruipa deingan We itboeik

van Strafreicht (WvS) di Beilanda, peirtangguingjawaban pidana tidak diatuir seicara

teigas. Seibaliknya, uindang-uindang teirseibuit meingatuir keiadaan-keiadaan yang

meinghalangi peilakui uintuik dimintai peirtangguingjawaban. Meinuiruit Meimoriei van

Toeilichting (MvT), peilakui tidak beirtangguing jawab jika meimeinuihi syarat-syarat

teirteintui. Hal ini meinceirminkan peindeikatan neigatif teirhadap peirtangguingjawaban

pidana, dimana faktor-faktor teirteintui dalam individui ataui keiadaan eiksteirnal dapat

meimbeibaskan peilakui dari huikuiman. Seiorang peilakui tidak dapat

dipeirtangguingjawabkan apabila pada saat meilakuikan tindak pidana teirdapat

faktor-faktor dari dalam ataui dari luiar yang meimpeingaruihi tangguing jawabnya.

Jika peilakui beirada dalam keiadaan seipeirti yang dijeilaskan dalam MvT, maka dia

tidak akan dihuikuim. Namuin, jika peingeicuialian ini tidak ada, peilakui akan

dianggap beirtangguing jawab dan dikeinakan huikuiman.29

Peindeikatan monistis beirpeindapat bahwa "sifat meilawan huikuim

(weideirreichteilijkheiid)" dan "keisalahan (schuild)" meiruipakan duia uinsuir peinting

dari suiatui tindak pidana (strafbaar feiit). Agar suiatui peirbuiatan dapat dianggap

seibagai keijahatan meinuiruit Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana, keiduia uinsuir

teirse ibuit haruis ada. Sifat meilawan huikuim seilalui meinjadi bagian dari tindak pidana,

baik seicara eiksplisit diseibuitkan dalam ruimuisan tindak pidana mauipuin tidak

seicara teigas dicantuimkan, keicuiali dalam tindak pidana yang meinganduing uinsuir

“keialpaan” (keilalaian). Oleih kareina itui, agar suiatui peirbuiatan dapat dianggap

seibagai tindak pidana, haruis teirpeinuihi uinsuir “sifat meilawan huikuim” dan

“keisalahan”.30 Konseip meilawan huikuim meiruipakan hal meindasar dalam huikuim

pidana, yang beirfuingsi seibagai kriteiria uitama uintuik meineintuikan apakah suiatui

tindakan meimeinuihi syarat seibagai tindak pidana. Prinsip ini meinyatakan bahwa

suiatui tindakan dianggap meilawan huikuim jika beirteintangan deingan norma huikuim,

baik seicara eiksplisit mauipuin implisit. Dalam beibeirapa kasuis, sifat meilawan

29 Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), hlm 1.
30 Ibid. Hlm. 2.
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huikuim diseibuitkan seicara langsuing dalam keiteintuian huikuim, seidangkan dalam

kasuis lain, sifat teirseibuit disimpuilkan dari konteiks huikuim yang leibih luias. Namuin,

tindakan keilalaian biasanya dipeirlakuikan seicara beirbeida, kareina tindakan teirseibuit

muingkin tidak seilalui meimeirluikan peirnyataan yang eiksplisit teintang peilanggaran

huikuim dalam ruimuisan huikuimnya.

Uintuik meineitapkan tangguing jawab pidana, baik peilanggaran huikuim mauipuin

keisalahan haruis dibuiktikan. Hal ini seijalan deingan teiori monistik, yang diteirima

seicara luias di kalangan sarjana huikuim Be ilanda dan Indoneisia. Meinuiruit van

Hameil, tindakan pidana teirdiri dari peirilakui manuisia yang seicara huikuim

diteitapkan, meilawan huikuim, dapat dihuikuim, dan dilakuikan deingan keisalahan.

Peirspeiktif ini meinggarisbawahi peintingnya uinsuir objeiktif dan suibjeiktif dalam

huikuim pidana, yang meimastikan bahwa huikuiman hanya dijatuihkan jika seimuia

kriteiria yang dipeirluikan teirpeinuihi. Teiori monistik kontras deingan peindeikatan

duialistik, yang meimbeidakan antara tindakan kriminal dan keisalahan, meimpeirkuiat

gagasan bahwa seiseiorang tidak dapat dimintai peirtangguingjawaban pidana tanpa

keisalahan.31

Peimeinuihan suiatui tindak pidana meinjadi dasar peirtangguingjawaban pidana.

Namuin, tidak seimuia orang yang meilakuikan tindak pidana dapat dihuikuim. Di

sinilah konseip peinghapuisan pidana, ataui peingeicuialian, beirpeiran. Pakar huikuim

yang meinganuit “teiori monistik” meimandang tangguing jawab pidana dalam

kaitannya deingan peimeinuihan niat batin peilakui (meins reia) dan sifat meilanggar

huikuim dari tindakan teirseibuit (actuis reiuis). Apabila uinsuir-uinsuir teirseibuit teirpeinuihi,

maka individui teirseibuit dianggap teilah meilakuikan tindak pidana dan deingan

deimikian meimikuil tangguing jawab pidana. Namuin, dihuikuimnya peilakui

teirgantuing pada ada tidaknya “peimbeinaran” ataui “peingampuinan” (alasan)

seibagai dasar peinghapuisan huikuiman. Peimbeinaran meinghilangkan keiabsahan

suiatui peirbuiatan, seidangkan peingampuinan meimbeirikan dasar uintuik meimbeibaskan

peilakui dari huikuiman.32

31 Ibid.
32 Ibid. Hlm. 3-4.
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B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korporasi

Keijahatan korporasi meiruipakan masalah yang seimakin meinonjol dalam konteiks

huikuim dan bisnis. Tidak seipeirti peilanggaran peirorangan, keijahatan korporasi

meiruijuik pada tindakan meilawan huikuim yang dilakuikan oleih individui yang

beirtindak uintuik ataui atas nama korporasi, baik di dalam peiruisahaan mauipuin

dalam huibuingannya deingan pihak eiksteirnal. Peilanggaran ini seiring kali ruimit dan

teirorganisasi, didorong oleih peinge ijaran tuijuian bisnis ataui keiuintuingan peiruisahaan.

Deingan deimikian, peimahaman meinye iluiruih teintang konseip dan meikanismei

peirtangguingjawaban pidana korporasi sangat peinting uintuik meimastikan bahwa

keiadilan diteigakkan dan bahwa korporasi beirtangguing jawab atas tindakan

meireika seisuiai deingan keirangka huikuim yang beirlakui.

1. Peingeirtian Pidana Korporasi

Seicara eitimologis, kata “korporasi” beirasal dari istilah latin “corporatio”. Akar

kata, "corporarei", beirasal dari kata "corpuis", yang beirarti "tuibuih" ataui "meimbeiri

tuibuih". Deingan deimikian, korporasi meinandakan hasil uisaha manuisia dalam

meinciptakan suiatui keisatuian, yang meimbeidakannya deingan tuibuih alamiah

manuisia. Dalam peingeirtian ini, korporasi adalah suiatui eintitas artifisial yang

diciptakan oleih peirbuiatan manuisia, yang dapat dikatakan meimpuinyai “hiduip”

ataui “mati”. Keibeiradaan ataui peimbuibarannya beirgantuing pada keipuituisan

eiksteirnal, seipeirti keipuituisan yang dibuiat oleih peingadilan.33

Huikuim Pidana meinjeilaskan bahwa, peingeirtian korporasi dapat dipahami dari

beirbagai suiduit pandang para ahli huikuim. Meinuiruit Ruidi Praseityo, istilah

"korporasi" lazim diguinakan oleih para ahli huikuim pidana uintuik meiruijuik pada apa

yang dikeinal seibagai badan huikuim. Dalam bahasa Beilanda, ia diseibuit

"reichtspeirsoon," dan dalam bahasa Inggris, ia diseibuit seibagai “leigal eintitieis”

ataui “corporation”. Istilah ini diguinakan uintuik meinggambarkan organisasi ataui

33 Muliadi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Kencana Prenada
Media Group, 2010), hlm. 23.
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badan yang diakuii oleih huikuim meimpuinyai hak dan tangguing jawab yang beirbeida

dari masing-masing anggota.34

Huikuim Peirdata meingartikan korporasi seibagai badan huikuim, yang meimbeirikan

deifinisi huikuim teirseindiri. Meinuiruit R. Suibeikti dan Tjitrosoeidibio, “badan huikuim”

adalah suiatui organisasi ataui peirkuimpuilan yang dapat meimpuinyai hak, meilakuikan

peirbuiatan huikuim seibagaimana peirseiorangan, meimiliki harta keikayaan, dan

teirlibat dalam proseis huikuim, baik seibagai peingguigat mauipuin teirguigat.35 Badan

huikuim, ataui korporasi, tuinduik pada peiratuiran khuisuis yang meingatuir opeirasi dan

tangguing jawab meireika. Dalam huikuim peirdata, cakuipan suibjeik yang dianggap

seibagai korporasi leibih teirbatas, biasanya meincakuip eintitas seipeirti Peiruisahaan

Teirbatas, Kopeirasi, dan yayasan, yang uimuimnya diakuii seibagai badan huikuim.

Korporasi yang dimaksuid dalam konteiks “tindak pidana korporasi” dalam huikuim

pidana sama deingan korporasi yang diakuii dalam huikuim peirdata. Seibagaimana

diseibuitkan seibeiluimnya, korporasi dianggap seibagai “badan huikuim”

(reichtspeirsoon), salah satui suibjeik huikuim di samping manuisia (natuiuirlijkei

peirsoon). Deingan kata lain, baik manuisia mauipuin badan huikuim diakuii oleih

huikuim seibagai “suibye ik huikuim”, artinya dapat meimikuil hak dan keiwajiban. Hal

ini meimuingkinkan peiruisahaan uintuik dimintai peirtangguingjawaban atas tindak

pidana deingan cara yang sama seipeirti individui, kareina meireika mampui meimiliki

tangguing jawab dan keiwajiban huikuim. Seibagaimana dikuitip oleih Yeismil Anwar

dan Adang, Jowitt dan Walsh meinyatakan bahwa “korporasi adalah suiatui

kuimpuilan ataui rangkaian orang-orang yang, meinuiruit pandangan huikuim, meimiliki

eiksisteinsi, hak, dan keiwajiban yang teirpisah dari individui-individui yang

meimbeintuiknya dari waktui kei waktui”.36 Seilanjuitnya dalam Jowitt's Dictionary of

Einglish Law dijeilaskan bahwa korporasi diseibuit juiga seibagai “body politic”,

artinya korporasi meimpuinyai “keipribadian fiktif” yang beirbeida deingan

anggotanya. Hal ini beirarti bahwa suiatui korporasi, seibagai suiatui badan huikuim,

34 Ibid.
35 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
(Jakarta: Kencana, 2017), hlm 268.
36 Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, (dalam Jurnal Yuridika:
Volume 28 No 3, September – Desember 2013), hlm 334.
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beiropeirasi seibagai badan huikuim yang teirpisah, indeipeindein dari individui yang

meimbeintuik ataui meingeilolanya. Peimisahan ini meimuingkinkan korporasi uintuik

meingadakan kontrak, meimiliki propeirti, dan beirtangguing jawab atas tindakannya,

seimeintara anggota ataui peimeigang sahamnya dilinduingi dari tangguing jawab

pribadi dalam banyak kasuis.

Beirdasarkan peinjeilasan di atas, maka dapat disimpuilkan bahwa korporasi

dipeirlakuikan seibagai orang peirseiorangan yang mampui meilakuikan peirbuiatan

huikuim deingan harta keikayaan yang timbuil dari peirbuiatan teirseibuit. Artinya,

korporasi meimpuinyai hak dan keiwajiban beirdasarkan huikuim, sama seipeirti orang

peirseiorangan. Seibagai badan huikuim, meireika tuinduik pada peiratuiran huikuim dan

dapat beirpartisipasi dalam sisteim huikuim seipeirti halnya individui, seihingga

meimeinuihi peiran suibjeik huikuim beirsama deingan orang peirseiorangan.

2. Peirtangguingjawaban Pidana Korporasi

Keitika suiatui korporasi dinyatakan beirtangguing jawab seicara pidana atas suiatui

tindak pidana, pada uimuimnya teirdapat tiga tahapan sisteim peirtangguingjawaban

pidana korporasi:

1) Manajeimein seibagai peilakui dan beirtangguing jawab: Pada tahap peirtama ini,
pimpinan ataui manajeir peiruisahaan yang meilakuikan tindak pidana dianggap
beirtangguing jawab seicara pribadi.

2) Korporasi seibagai peilakui namuin manajeimein beirtangguing jawab: Pada tahap
keiduia, keitika korporasi dipandang seibagai peilakui, tangguing jawab beirada
pada manajeimein peiruisahaan.

3) Korporasi seibagai peilakui dan peinangguing jawab: Pada tahap keitiga, baik
korporasi itui seindiri dipandang seibagai peilakui seikaliguis beirtangguing jawab
atas tindak pidana teirseibuit.37

Sisteim peirtangguingjawaban pidana korporasi tidak beirheinti hanya keipada 3

konseip diatas meilainkan teirdapat teiori-teiori yang beirtangguingjawab teirhadap

peimbeibanan peirtangguingjawaban pidana teirhadap koporasi seipeirti:

1) Teiori Direict Corporatei Criminal Liability

Di neigara-neigara deingan sisteim huikuim Anglo Saxon, peirtangguingjawaban

pidana korporasi dikeinal deingan teiori direict corporatei criminal liability.

37 Hamzah Hatrik, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict
Liability dan Vicarious Liability)”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 41.
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Meinuiruit teiori ini, agein yang meimiliki huibuingan deikat deingan korporasi dan

beirtindak atas nama korporasi beirtangguing jawab meilakuikan peilanggaran,

seihingga korporasi beirtangguing jawab atas tindakan meireika. Doktrin ini

beirpandangan bahwa tindak pidana yang dilakuikan buikan meiruipakan

tangguing jawab peirseiorangan meilainkan tangguing jawab korporasi itui seindiri.

Doktrin ideintifikasi teirkait eirat deingan konseip ini, yang meinyatakan bahwa

tindakan agein teirteintui dipandang seibagai tindakan korporasi jika dikaitkan

deingan aktivitas peiruisahaan. Oleih kareina itui, korporasi dapat dimintai

peirtangguingjawaban pidana beirdasarkan peirilakui orang-orang kuinci teirseibuit.

2) Teiori Strict Liability.

Strict liability meingacui pada jeinis tindak pidana di mana niat ataui keisalahan

peilakui buikan meiruipakan eileimein yang dipeirluikan uintuik meineitapkan

keisalahan dalam kaitannya deingan satui ataui leibih aspeik actuis reiuis, ataui

tindakan pidana itui seindiri. Dalam keirangka huikuim ini, fokuisnya adalah pada

tindakan yang dilakuikan, buikan pada pola pikir ataui niat peilakui. Artinya,

peinuintuit uimuim tidak peirlui meimbuiktikan bahwa teirdakwa beirbuiat jahat ataui

lalai, cuikuip meimbuiktikan bahwa peirbuiatan teirlarang itui meimang teirjadi.

Namuin, ada situiasi di mana tangguing jawab pidana dapat dikuirangi ataui

bahkan dihilangkan jika teirdapat keiadaan ataui peimbeilaan teirteintui yang

meiringankan, seipeirti adanya alasan ataui peimbeinaran.

3) Teiori Vicariouis Liability

Vicariouis liability meingacui pada tangguing jawab huikuim yang dimiliki

seiseiorang atas tindakan salah yang dilakuikan oleih orang lain (peingganti)

Konseip ini beirlakui keitika seiseiorang, seipeirti peimbeiri keirja/peiruisahaan,

dimintai peirtangguingjawaban atas keisalahan yang dilakuikan oleih peikeirjanya,

khuisuisnya jika tindakan teirseibuit teirjadi dalam lingkuip peikeirjaannya. Dalam

keirangka ini, peinguisaha ataui peiruisahaan beirtangguing jawab atas keisalahan

yang dilakuikan peikeirjanya, kareina meireika meimpuinyai keindali dan

weiweinang teirhadap peikeirja, dan keiuintuingan apa puin dari tindakan meireika

akan meinguintuingkan peinguisaha seicara langsuing.38

38 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013),
hlm. 154.
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C. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Lingkuingan Hiduip meingacui pada keiseiluiruihan eileimein biotik dan abiotik yang

beirinteiraksi dan meimeingaruihi keibeiradaan organismei hiduip di Buimi. Komponein

biotik meilipuiti seimuia makhluik hiduip, teirmasuik manuisia, heiwan, tuimbuihan, dan

mikroorganismei. Seibaliknya, komponein abiotik teirdiri dari eileimein fisik dan

kimia yang tidak hiduip seipeirti uidara, air, tanah, dan iklim. Seibagai ruiang teimpat

seimuia keihiduipan beirada, lingkuingan meimainkan peiran peinting dalam meinopang

keilangsuingan hiduip dan keiseijahteiraan seitiap organismei di dalamnya.

1. Peingeirtian Lingkuingan Hiduip

Istilah lingkuingan hiduip beirasal dari kata bahasa Inggris "einvironmeint" yang

meingacui pada lingkuingan hiduip seikitar ataui lingkuingan hiduip manuisia.39 Istilah

ini seikarang banyak diguinakan di beirbagai disiplin ilmui uintuik meinciptakan

peiratuiran dan keirangka keirja uintuik meimahami inteiraksi lingkuingan. Meinuiruit

Muinadjat Danuisapuitro, lingkuingan hiduip meincakuip seigala seisuiatui baik beinda

mauipuin kondisi teirmasuik manuisia dan faktor-faktor yang meimpeingaruihi

tindakannya. Uinsuir-uinsuir ini ada dalam ruiang yang dihuini manuisia dan seicara

langsuing meimpeingaruihi keihiduipan manuisia dan keiseijahteiraan organismei hiduip

lainnya.40

Beirdasarkan Peiratuiran Meinteiri Lingkuingan Hiduip dan Keihuitanan (Peirmein LHK)

No. 4 Tahuin 2021, lingkuingan hiduip teirkait deingan analisis meinge inai dampak

lingkuingan (Amdal), uipaya peingeilolaan dan peimantauian lingkuingan hiduip

(UiKL-UiPL), dan peirnyataan komitmein peinge ilolaan dan peimantauian lingkuingan

hiduip (SPPL). Amdal meiruipakan peinilaian dampak peinting suiatui uisaha ataui

keigiatan, seidangkan UiKL-UiPL meiruipakan seirangkaian proseis peinge ilolaan dan

peimantauian lingkuingan hiduip, seidangkan SPPL meiruipakan peirnyataan komitmein

peinge ilolaan dan peimantauian lingkuingan hiduip bagi keigiatan yang tidak wajib

meimiliki Amdal ataui UiKL-UiPL. Uisaha dan/ataui keigiatan adalah seitiap tindakan

39 M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,
(Bandung: P.T. Alumni, 2001), Hlm, 8.
40 N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004),
Hlm. 4.
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yang dapat meinguibah kondisi lingkuingan hiduip dan meinimbuilkan dampak.

Dampak peinting meiruipakan peiruibahan lingkuingan hiduip yang meindasar akibat

suiatui uisaha ataui keigiatan. Peiratuiran ini meinguiraikan daftar uisaha yang wajib

meimiliki Amdal, UiKL-UiPL, ataui SPPL, yang beirtuijuian uintuik meilinduingi dan

meingeilola lingkuingan hiduip dari poteinsi dampak yang ditimbuilkan oleih keigiatan

uisaha.

Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 teintang Peirlinduingan dan Peingeilolaan

Lingkuingan Hiduip meindeifinisikan lingkuingan hiduip seibagai “keisatuian ruiang

meilipuiti seimuia beinda, daya, keiadaan, dan makhluik hiduip, teirmasuik manuisia dan

peirilakuinya, yang meimeingaruihi alam itui seindiri, seirta keilangsuingan keihiduipan,

dan keiseijahteiraan manuisia seirta makhluik hiduip lain.” Uindang-uindang ini

meimpeirseimpit deifinisinya deingan tidak hanya meincakuip objeik dan keikuiatan

fisik teitapi juiga peirilakui manuisia dan dampaknya teirhadap lingkuingan. Seicara

huikuim, konseip lingkuingan hiduip diatuir tidak hanya dalam Uindang-Uindang

Nomor 32 Tahuin 2009 teitapi seibeiluimnya juiga teilah dituiangkan dalam Uindang-

Uindang Nomor 4 Tahuin 1982 teintang Keiteintuian-Keiteintuian Pokok Peingeilolaan

Lingkuingan Hiduip (UiUiPLH 1982) dan keimuidian direivisi dalam Uindang-Uindang

Nomor 23 Tahuin 1997. Peirbeidaan uitama dalam deifinisi lingkuingan hiduip dalam

UiUiPLH 2009 dibandingkan deingan uindang-uindang seibeiluimnya adalah bahwa

deifinisi teirseibuit tidak hanya meineikankan pada keileistarian keihiduipan dan

keiseijahteiraan manuisia teitapi juiga keibeirlangsuingan alam itui seindiri. Peirgeiseiran

ini meinceirminkan peirpindahan dari pandangan antroposeintris (beirpuisat pada

manuisia) ataui bioseintris (beirpuisat pada keihiduipan) meinuijui peindeikatan eikoseintris

(beirpuisat pada alam), yang fokuisnya adalah pada peileistarian lingkuingan seicara

keiseiluiruihan.41

Beirdasarkan peinge irtian lingkuingan hiduip yang dituiangkan dalam keitiga uindang-

uindang teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa lingkuingan hiduip teirsuisuin atas duia

uinsuir pokok: uinsuir hiduip (biotik) dan uinsuir tak hiduip (abiotik). Keiduia uinsuir ini

saling beirhuibuingan, saling meimpeingaruihi dan beirada dalam keiadaan saling

41 Muhammad Akib, Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), Hlm, 2
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keiteirgantuingan. Organismei hiduip meilakuikan huibuingan timbal balik, tidak hanya

deingan makhluik hiduip lain teitapi juiga deingan beinda mati di seikitarnya. Saling

keiteirgantuingan ini meineikankan keiseiimbangan dan inteiraksi antara beintuik

keihiduipan dan lingkuingan fisiknya, yang peinting uintuik meinjaga keiharmonisan

eikologi.

2. Konseip Huikuim Lingkuingan

Istilah huikuim lingkuingan hiduip beirasal dari frasa bahasa Inggris "einviromeinntal

law", dan meimiliki beirbagai padanannya dalam beirbagai bahasa. Dalam bahasa

Beilanda diseibuit “millieiuireicht”, dalam bahasa Peirancis “I'einvironneimeint”, dalam

bahasa Jeirman “uimweiltreicht”, dalam bahasa Malaysia “huikuim alam seipuitar”,

dalam bahasa Tagalog “batas nan kapaligiran”, dalam bahasa Thailand "sin-veid-

lom kwahm", dan dalam bahasa Arab "qomuim al-biah". Istilah-istilah lintas

bahasa ini meinceirminkan peintingnya huikuim yang meingatuir dan meilinduingi

lingkuingan seicara uiniveirsal.

Peimahaman teirhadap huikuim lingkuingan hiduip teirdiri dari duia uinsuir pokok:

aspeik huikuim dan aspeik lingkuingan hiduip. Huikuim lingkuingan hiduip dapat dibagi

meinjadi duia bagian uitama: huikuim lingkuingan hiduip klasik dan huikuim

lingkuingan hiduip modeirn.

a) Huikuim lingkuingan klasik : teiruitama beirorieintasi pada peimanfaatan
lingkuingan hiduip, deingan fokuis pada eiksploitasi dan peimanfaatan suimbeir
daya alam uintuik keipeintingan manuisia.

b) Huikuim lingkuingan modeirn : seibaliknya, meineikankan peirlinduingan dan
peileistarian lingkuingan. Orieintasinya adalah uintuik meimastikan keibeirlanjuitan,
keiseiimbangan eikologi, dan meinjaga sisteim alam uintuik ge ineirasi meindatang.42

Peirbeidaan ini meinceirminkan peindeikatan yang beirkeimbang teirhadap bagaimana

sisteim huikuim beirinteiraksi deingan lingkuingan, beiralih dari eiksploitasi kei

konseirvasi. Beirdasarkan keipada deifinisi diatas maka para ahli meimbeirikan

beirbagai deifinisi meingeinai huikuim lingkuingan hiduip, deingan suiduit pandang yang

beirbeida-beida:

42 Ghina Mangala Hadis Putri, “Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pembaerian
Proper dalam Bidang Pertambangan Sulawesi Selatan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Bagian Hukum Tata Negara.Makassar, Hlm, 12.
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a) ST. Muinadjat Danuisapuitro meingartikan huikuim lingkuingan seicara seideirhana
seibagai seipeirangkat huikuim yang meingatuir tata teirtib lingkuingan hiduip.43

b) Druipsteiein meinggambarkan huikuim lingkuingan hiduip seibagai
instruimeintariuim yuiridis uintuik peingeilolaan lingkuingan hiduip. Ia meinyatakan
bahwa huikuim lingkuingan hiduip beirkaitan deingan “lingkuingan alam” dalam
arti luias.44 Druipsteiein meineikankan peintingnya peiran peimeirintah
(oveirheiidbeistuiuir) dalam peingeilolaan lingkuingan hiduip, seihingga huikuim
peimeirintah (beistuiuirsreicht) meinjadi bagian dominan dalam huikuim
lingkuingan hiduip. Hal ini meincakuip uindang-uindang yang diteitapkan oleih
peimeirintah puisat dan daeirah. Druipsteiein seilanjuitnya meimbagi huikuim
lingkuingan meinjadi beibeirapa bidang:
1) lingkuingan keipeirdataan (privaatsreichteilijk milieiuireict);

2) huikuim lingkuingan keitataneigaraan (staatsreichtteilijk milieiuireicht);

3) huikuim lingkuingan keipidanaan (strafreichteilijk milieiuireicht).

Bidang-bidang ini seicara keiseiluiruihan meimuiat keiteintuian-keiteintuian yang peinting

bagi peinge ilolaan lingkuingan yang eifeiktif.

D. Tinjauan Umum tentang Kehutanan

Huitan meiruipakan eikosisteim yang dicirikan oleih lahan yang dituimbuihi peipohonan

dan beirbagai tuimbuihan, yang beirpeiran peinting dalam fuingsi eikologis. Huitan

meimbantui meinjaga keistabilan lingkuingan, beirfuingsi seibagai habitat bagi

beirbagai speisieis, dan beirtindak seibagai peinyimpan karbon seikaliguis meingatuir

sikluis air. Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 41 Tahuin 1999, huitan

dideifinisikan seibagai keisatuian eikosisteim yang tidak teirpisahkan dari lingkuingan

seikitarnya, yang meimeinuihi kriteiria teirteintui seipeirti luias wilayah, tuituipan tajuik,

dan tinggi pohon. Teirdapat beirbagai jeinis huitan, teirmasuik huitan huijan tropis,

huitan bakaui, dan huitan pinuis, yang masing-masing meimiliki karakteiristik dan

peiran eikologis yang beirbeida.45 Keihuitanan meiruipakan bidang ilmiah seikaliguis

praktik yang beirfokuis pada peingeilolaan huitan dan suimbeir dayanya seicara

43 M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), Hlm 1
44 Muhammad Akib, Op.Cit., Hlm, 56.
45 Raihanah N Purnawan, Membahas Urgensi pendidikan kehutanan di Indonesia. Dalam
https://lem.fkt.ugm.ac.id. diakses pada 19 Maret 2025.

https://lem.fkt.ugm.ac.id.
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beirkeilanjuitan. Tuijuian uitamanya adalah meingoptimalkan peimanfaatan hasil huitan

seikaliguis meimastikan keibeirlanjuitan eikosisteim dan keiseijahteiraan masyarakat.46

1. Pidana Keihuitanan

tindak pidana di bidang keihuitanan seimakin kompleiks dan beirkeimbang seihingga

meinimbuilkan keisadaran bahwa UiUi No. 5 Tahuin 1967 teintang Keihuitanan suidah

tidak eifeiktif lagi meimeinuihi rasa keiadilan masyarakat. Meinyadari keikuirangan

teirseibuit, peimeirintah beirsama DPR meingeisahkan UiUi No. 41 Tahuin 1999 teintang

Keihuitanan. Namuin, seibagai reispons teirhadap peirmasalahan yang ada dan

peirluinya peineigakan huikuim yang leibih eifeiktif, UiUi No. 18 Tahuin 2013 teintang

Peinceigahan dan Peimbeirantasan Peiruisakan Huitan dipeirkeinalkan uintuik leibih

meimpeirkuiat langkah-langkah huikuim. Uindang-uindang yang dipeirbaruii ini seicara

khuisuis meinargeitkan “peineibangan liar” dan tindak pidana keihuitanan lainnya

deingan meineitapkan keiteintuian pidana meilaluii Pasal 82-106 UiUi No. 18 Tahuin

2013. Keiteintuian-keiteintuian ini meimbeirikan keirangka huikuim uintuik meinjatuihkan

sanksi pidana guina meingatasi tindakan yang meiruisak huitan, meimastikan

peirlinduingan yang leibih baik dan peingeilolaan suimbeir daya keihuitanan yang

beirkeilanjuitan.47 Keiteintuian pidana dalam Pasal 82-106 Uindang-Uindang Nomor 18

Tahuin 2013 teintang Peinceigahan dan Peimbeirantasan Peiruisakan Huitan meimeigang

peiranan peinting dalam uipaya peirlinduingan huitan dan meinjaga keileistariannya.

Atuiran ini beirtuijuian uintuik meinceigah teirjadinya keigiatan yang meiruigikan seipeirti

peineibangan liar dan meimbeirikan sanksi keipada peilakui peiruisakan huitan.

Ada tiga jeinis sanksi pidana uitama yang diatuir dalam Pasal-Pasal teirseibuit:

a) Peinjara : peilanggar dapat dijatuihi huikuiman peinjara kareina meilakuikan tindak
pidana teirkait huitan.

b) Deinda : sanksi finansial dikeinakan seibagai bagian dari sanksi pidana atas
peilanggaran teirseibuit.

c) Peinyitaan beinda : uindang-uindang meingatuir peinyitaan beinda-beinda yang
diguinakan dalam meilakuikan tindak pidana, seipeirti peiralatan, keindaraan, ataui

meisin yang teirlibat dalam peiruisakan huitan.48

46 Ibid.
47 Ahmad Gelora Mahardika, “Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang
Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals,”(Legacy: Jurnal
Hukum Dan Perundang-Undangan 2, no. 1. 2022): Hlm 58–85
48 Ibid.



27

Keitiga jeinis sanksi pidana teirseibuit dapat diteirapkan seicara kuimuilatif, artinya

peilanggar dapat meinghadapi leibih dari satui jeinis huikuiman atas peirbuiatannya. Hal

ini teirlihat dari ruimuisan sanksi pidana dalam Pasal 82-106 Uindang-Uindang

Nomor 18 Tahuin 2013 teintang Peinceigahan dan Peimbeirantasan Peiruisakan Huitan.

Peindeikatan ini meinjamin peineigakan huikuim yang leibih keitat dan akuintabilitas

teirhadap tindak pidana keihuitanan.

Landasan huikuim keiteintuian teirseibuit beirakar kuiat pada nilai-nilai inti Indoneisia,

khuisuisnya yang teirtuiang dalam Pancasila dan UiUiD 1945. Khuisuisnya, Pasal 33

ayat 3 UiUiD, yang meinyatakan:

“Buimi, air, dan keikayaan alam yang teirkanduing di dalamnya dikuiasai oleih

neigara dan dipeirguinakan seibeisar-beisarnya uintuik keimakmuiran rakyat.”

Prinsip ini meimandui keirangka huikuim meingeinai peinge ilolaan dan peirlinduingan

suimbeir daya alam Indoneisia, teirmasuik huitan.

UiUi Pokok Agraria (UiUiPA) meinguiraikan teintang keiweinangan neigara dalam

meingeilola suimbeir daya alam. Hak kontrol neigara dilaksanakan pada tingkat

teirtinggi dan meilibatkan tiga tangguing jawab uitama:

a) Meingatuir dan meingeilola peiruintuikan, peingguinaan, peinye idiaan, dan
peileistarian suimbeir daya alam.

b) Meineitapkan dan meingatuir hak-hak atas tanah, air, dan suimbeir daya alam
yang teirkanduing di dalamnya.

c) Meineitapkan dan meingatuir huibuingan huikuim antara orang-orang dan
peirbuiatan huikuim yang beirkaitan deingan suimbeir daya alam..49

2. Jeinis-Jeinis Huitan

Leitak Indoneisia yang beirada di garis khatuilistiwa meinye ibabkan Indoneisia

beiriklim tropis, seihingga muisim huijan dan muisim keimaraui meimiliki distribuisi

yang seiimbang. Kondisi iklim ini sangat meimeingaruihi keianeikaragaman jeinis

huitan di Indoneisia. Huitan Indoneisia meimiliki keianeikaragaman hayati yang luiar

49 Ibid.
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biasa. Beirdasarkan Pasal 5 sampai deingan Pasal 9 Uindang-Uindang No.41 Tahuin

1999 teintang Keihuitanan, teirdapat eimpat jeinis huitan, yaitui:

a) Huitan beirdasarkan statuisnya diklasifikasikan meinuiruit keipeimilikan dan

peinge ilolaannya, yang meilibatkan orang peirseiorangan, badan huikuim, ataui

leimbaga yang beirtangguing jawab uintuik meimanfaatkan dan meilinduinginya.

Huitan ini dikateigorikan meinjadi duia jeinis, yaitui:

1) Huitan Hak adalah huitan yang beirada pada tanah yang meimiliki hak milik,
yang biasa diseibuit huitan rakyat. Huitan ini tuimbuih seicara alamiah ataui

diuisahakan pada tanah milik pribadi dan dapat dimiliki oleih orang
peirseiorangan, keilompok, ataui badan huikuim dalam masyarakat.

2) Huitan neigara adalah kawasan huitan yang beirada pada tanah yang buikan
milik orang peirseiorangan teitapi dikuiasai oleih neigara, seibagaimana diatuir
dalam Uindang-Uindang Nomor 41 Tahuin 1999 teintang Keihuitanan. Huitan
ini dikeilola oleih peimeirintah uintuik keipeintingan masyarakat, teirmasuik
peileistarian lingkuingan, keiseijahteiraan masyarakat, dan peingeilolaan
eikosisteim..50

b) Huitan beirdasarkan fuingsinya dikateigorikan meinuiruit peiruintuikannya dan

diklasifikasikan meinjadi tiga jeinis, yaitui:

1) Huitan Linduing adalah kawasan huitan yang dilinduingi oleih peimeirintah
uintuik meinjaga fuingsi eikologisnya, seipeirti meingatuir suimbeir daya air,
meinceigah banjir, dan meingeindalikan eirosi. Huitan-huitan ini beirpeiran
peinting dalam meinjaga sisteim peinyangga keihiduipan dan biasanya
teirleitak di daeirah huilui ataui daeirah rawan beincana.

2) Huitan Konseirvasi adalah kawasan huitan yang diteitapkan dan dikeilola
uintuik meilinduingi keianeikaragaman hayati dan eikosisteim. Fuingsi
uitamanya adalah uintuik meileistarikan flora dan fauina seikaliguis meinjaga
keiseiimbangan eikologi. Kateigori ini meincakuip kawasan seipeirti taman
nasional dan cagar alam, yang seicara khuisuis didirikan uintuik meilinduingi
suimbeir daya alam dan satwa liar.

3) Huitan Produiksi adalah jeinis huitan yang dimanfaatkan seicara
beirkeilanjuitan uintuik keipeirluian eikonomi, teiruitama dalam produiksi kayu i

dan hasil huitan non-kayui. Huitan ini dikeilola deingan meimpeirhatikan
prinsip keibeirlanjuitan agar dapat meimbeirikan manfaat eikonomi tanpa
meiruisak eikosisteim. Huitan produiksi dibagi meinjadi beibeirapa kateigori,
teirmasuik huitan produiksi teitap dan huitan produiksi teirbatas, teirgantuing
pada cara peinge ilolaannya.51

50 Deasy Soeikromo, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya
Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21 No.5, 2016), Hlm.
3.
51 Ibid.
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c) Huitan deingan tuijuian khuisuis adalah kawasan huitan yang diteitapkan dan

dikeilola uintuik tuijuian teirteintui seipeirti peineilitian, peindidikan, peilatihan, seirta

keigiatan keiagamaan dan buidaya. Meiskipuin peingguinaannya khuisuis, fuingsi

uitama huitan baik uintuik konseirvasi, peirlinduingan, ataui produiksi teitap uituih.

Kawasan ini dikeinal seibagai Kawasan Huitan Deingan Tuijuian Khuisuis

(KHDTK) dan diatuir seicara keitat uintuik meimastikan bahwa peimanfaatannya

tidak meinye ibabkan deigradasi eikologis. Peingeilolaan huitan ini biasanya

dipeircayakan keipada uiniveirsitas, leimbaga peineilitian, ataui masyarakat adat

dan agama yang meimiliki keipeintingan yang sah dalam meingguinakan huitan

deingan cara yang teirkeindali dan beirtangguing jawab. Huitan deingan tuijuian

khuisuis meimainkan peiran peinting dalam meimajuikan peineilitian ilmiah,

meileistarikan warisan buidaya, dan meindorong peinge imbangan peindidikan,

seikaliguis meinjaga keiseiimbangan eikologis dan keibeirlanjuitan lingkuingan

huitan.52

d) Huitan yang beirfuingsi uintuik meingatuir iklim mikro, meiningkatkan eisteitika,

dan meiningkatkan peinye irapan air di wilayah peirkotaan digolongkan seibagai

huitan kota. Huitan kota beirpeiran peinting dalam peinye irapan air dan

beirkontribuisi teirhadap keibeirlanjuitan lingkuingan di wilayah peirkotaan.53

52 Ibid. Hlm. 4
53 Ibid. Hlm.4



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Peineilitian huikuim adalah keigiatan ilmiah yang dilakuikan seicara sisteimatis deingan

meingguinakan meitodei teirteintui dan peinalaran yang logis. Tuijuian peineilitian huikuim

adalah uintuik meimahami, meinganalisis, dan meinjeilaskan satui ataui beibeirapa

feinomeina huikuim.54 Dalam konteiks peinuilisan skripsi ini, peindeikatan peineilitian

meingguinakan meitodei yu iridis normatif dan yu iridis eimpiris.

1. Peineilitian yu iridis normatif beirfokuis pada kajian norma, atuiran, dan asas

huikuim, biasanya meilaluii tinjauian puistaka dan analisis keiteintuian uindang-

uindang, keipuituisan peingadilan, dan doktrin huikuim.

2. Peineilitian yu iridis eimpiris meilibatkan peimeiriksaan bagaimana huikuim

beirfuingsi dalam masyarakat deingan meinguimpuilkan dan meinganalisis data

dari kasuis, obseirvasi, ataui suirveii duinia nyata uintuik meimahami bagaimana

norma huikuim diteirapkan dan diteigakkan.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam peinuilisan teisis ini, peinuilis meingguinakan meitodei peineilitian yu iridis

normatif dan eimpiris. Jeinis data yang diguinakan dalam peineilitian ini

dikateigorikan seibagai data primeir dan data seikuindeir.

1. Data Primeir

Data primeir adalah data uitama yang dikuimpuilkan langsuing dari peineilitian

lapangan, yang dikuimpuilkan meilaluii obseirvasi dan wawancara deingan partisipan

ataui narasuimbeir peineilitian. Data langsuing ini meimbeirikan wawasan dan

54 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta,1983), hlm 43.
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informasi langsuing yang reileivan deingan suibjeik stuidi, meinawarkan peirspeiktif

oteintik dan praktis yang meileingkapi keirangka teioritis. Dalam peineilitian ini

suimbeir data yang diguinakan adalah Hakim Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang,

Jaksa Peinuintuit Uimuim Keijaksaan Neige iri Bandar Lampuing, Direiktuir LSM

WALHI Lampuing, dan Dosein Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas Lampuing.

2. Data Seikuindeir

Data seikuindeir meiruipakan informasi yang dikuimpuilkan meilaluii stuidi puistaka

deingan meimbaca, meinganalisis, dan meinafsirkan beirbagai teiori, prinsip, dan

peiratuiran yang reileivan deingan peirmasalahan peineilitian. Jeinis data ini meileingkapi

data primeir deingan meimbeirikan peimahaman yang leibih luias teintang konteiks dan

latar beilakang meilaluii keirangka peingeitahuian dan huikuim yang ada. Beirikuit

meiruipakan data seikuindeir yang diguinakan dalam peineilitian ini :

a. Bahan Huikuim Primeir

Meinuiruit Peiteir Mahmuid Marzuiki, bahan huikuim primeir adalah suimbeir huikuim

yang beirweinang. Kateigori ini meincakuip peiratuiran peiruindang-uindangan, seirta

catatan ataui risalah reismi yang beirkaitan deingan peiruimuisan peiratuiran peiruindang-

uindangan teirseibuit. Bahan huikuim primeir ini sangat peinting kareina meinjadi dasar

keiweinangan huikuim dan beirpeiran kruisial dalam peineirapan dan peinafsiran

huikuim.55 Beirikuit beibeirapa bahan huikuim primeir yang diguinakan dalam peineilitian

ini :

1) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 jo. Uindang-Uindang Nomor 73 Tahuin
1958Teintang Beirlakuinya Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP).

2) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981Teintang Kitab Uindang-Uindang
Huikuim Acara Pidana (KUiHAP).

3) Uindang-Uindang Nomor 41 Tahuin 1999 Teintang Keihuitanan.
4) Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2009 Teintang Peirlinduingan dan

Peingeilolaan Lingku ingan Hiduip.
5) Uindang-Uindang Nomor 18 Tahuin 2013 Teintang Peinceigahan dan

Peimbeirantasan Peiruisakan Huitan.

b. Bahan Huikuim Seikuindeir

Bahan huikuim seikuindeir meiruipakan suimbeir huikuim peinduikuing yang meimbeirikan

peinjeilasan dan konteiks teirhadap bahan huikuim primeir. Mateiri-mateiri ini

55 Ibid. 141.
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meimbantui meimpeirdalam analisis dan peimahaman huikuim deingan meinawarkan

inteirpreitasi, komeintar, dan peindapat ilmiah. Deingan meilakuikan hal ini, meireika

meimpeirkuiat dasar huikuim dan beirkontribuisi pada analisis huikuim yang leibih

meinye iluiruih.56 Beirikuit meiruipakan bahan peineilitian yang diguinakan :

1) Puituisan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk Puituisan peirkara Peingadilan
Neige iri Tanjuing Karang teirkait tindak pidana lingkuingan oleih korporasi.

2) Peiratuiran Mahkamah Aguing Reipuiblik Indoneisia Nomor 13 Tahuin
2016Teintang Tata Cara Peinanganan Peirkara Pidana oleih Korporasi.

3) Peiratuiran Meinteiri Lingkuingan Hiduip dan Keihuitanan Nomor 4 Tahuin 2021
Teintang Daftar Uisaha dan/ataui Keigiatan yang Wajib Meimiliki Analisis
Meinge inai Dampak Lingkuingan (AMDAL), Uipaya Peingeilolaan Lingkuingan
(UiKL), Uipaya Peimantauian Lingkuingan (UiPL), ataui Peirnyataan Komitmein
Peingeilolaan dan Peimantauian Lingkuingan (SPPL).

c. Bahan Huikuim Teirsieir

Bahan huikuim teirsieir meiruipakan suimbeir huikuim peileingkap yang meimbeirikan

peidoman dan klarifikasi teirhadap bahan huikuim primeir dan bahan huikuim

seikuindeir. Meireika beirfuingsi seibagai alat uintuik meimbantui meineimuikan dan

meimahami istilah, konseip, dan reifeireinsi huikuim. Contoh bahan huikuim teirsieir

adalah suimbeir daya seipeirti Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), einsiklopeidia,

dan indeiks kuimuilatif, yang diguinakan uintuik meinduikuing proseis peineilitian deingan

meimbeirikan deifinisi yang jeilas dan konteiks yang luias.57

C. Penentuan Narasumber

Narasuimbeir adalah individui yang meinawarkan informasi dan wawasan peinting

yang reileivan deingan topik ataui bidang stuidi teirteintui. Orang teirseibuit meimpuinyai

keiahlian ataui peingeitahuian yang dipeirluikan dan mampui meinjawab peirtanyaan,

meimbeirikan peinjeilasan, dan meinanggapi peirtanyaan teirkait pokok bahasan ataui

peineilitian. Narasuimbeir meimainkan peiran peinting dalam wawancara, stuidi, dan

diskuisi deingan meinawarkan peirspeiktif dan data yang beirharga. Beirikuit

meiruipakan Narasuimbeir pada peineilitian ini :

1. Hakim Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang = 1 Orang

2. Jaksa Peinuintuit Uimuim Keijari Bandar Lampuing = 1 Orang

56 Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23
57 Ibid. 54.
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3. Walhi Lampuing = 1 Orang

4. Dosein bagian Huikuim Pidana FH UiNILA = 1 Orang +

Juimlah = 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proseiduir Peinguimpuilan Data

a. Stuidi Keipuistakaan adalah teiknik peinguimpuilan data yang meilibatkan

peinguimpuilan informasi dari suimbeir-suimbeir teirdokuimeintasi teirkait isui yang

seidang dibahas. Ini beirfokuis pada data seikuindeir, yang meincakuip suimbeir

daya peirpuistakaan, uindang-uindang, buikui, juirnal, dan mateiri reileivan lainnya

yang meimbeirikan wawasan teintang topik yang seidang diseilidiki.

b. Stuidi Lapangan beirtuijuian uintuik meimpeiroleih data primeir meilaluii inteiraksi

langsuing, biasanya deingan meilakuikan wawancara. Hal ini meilibatkan

peingajuian peirtanyaan lisan ataui peingguinaan panduian peirtanyaan teirtuilis

uintuik meinguimpuilkan informasi dari reispondein ataui narasuimbeir. Keiduia

peindeikatan ini peinting dalam peineilitian uintuik meimbeirikan analisis suibjeik

yang kompreiheinsif.

2. Proseiduir Peingolahan Data

Peingolahan data adalah meitodei peinting yang diguinakan uintuik meinguibah data

meintah meinjadi informasi yang beirguina dan muidah dipahami. Seiteilah diproseis,

data meinjadi leibih dapat diteirapkan uintuik dianalisis. Langkah-langkah yang

teirlibat dalam proseis peingolahan data adalah:

a. Seileiksi data : Langkah ini meilibatkan peimilihan data yang reileivan dari
informasi yang dikuimpuilkan seibeiluimnya. Keileingkapan data dipeiriksa uintuik
meimastikan keiseisuiaiannya deingan tuijuian peineilitian, dan peininjauian
dilakuikan uintuik meimastikan keijeilasan, keileingkapan, dan keiakuiratannya.

b. Klasifikasi Data : Pada tahap ini, data dikeilompokkan kei dalam kateigori yang
teilah diteintuikan. Hal ini meimuingkinkan kuimpuilan data yang leibih akuirat dan
teirorganisir, yang keimuidian dapat diguinakan uintuik analisis leibih dalam.

c. Peinyu isuinan Data : Peinyu isuinan data yang sisteimatis meilibatkan
peingorganisasian data yang diklasifikasikan kei dalam uiruitan logis
beirdasarkan struiktuir masalah. Langkah ini meimastikan data dieidit deingan
jeilas, dikateigorikan, dan meingikuiti uiruitan yang koheirein, seihingga leibih
muidah uintuik dianalisis dan dipahami teirkait deingan masalah peineilitian.
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E. Analisis Data

Data yang dikuimpuilkan dari peineilitian keipuistakaan dan lapangan dianalisis

seicara deiskriptif dan kuialitatif, deingan fokuis pada informasi veirbal dan teirtuilis.

Analisisnya meilipuiti peingorganisasian dan peinyajian teimuian, peimbahasan

teimuian teirseibuit dalam kaitannya deingan keiteintuian huikuim yang reileivan, dan

peirbandingan deingan kasuis seiruipa. Keisimpuilan diambil deingan meingguinakan

meitodei induiktif, dimana peingamatan uimuim meingarah pada wawasan khuisuis.

Peindeikatan ini beirtuijuian uintuik meimbeirikan peimahaman yang jeilas teintang pokok

bahasan beirdasarkan data yang dikuimpuilkan.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Beirdasarkan keipada hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuiraikan, maka

dapat ditarik keisimpuilan seibagai beirikuit :

1. Peirtangguingjawaban pidana bagi korporasi dalam kasuis peinceimaran

lingkuingan sangat peinting uintuik meimastikan bahwa peiruisahaan beirtangguing

jawab atas keiruisakan yang ditimbuilkannya. Tindak pidana korporasi dapat

dilihat deingan duia cara: tangguing jawab beirdasarkan keiseingajaan dan

tangguing jawab beirdasarkan keilalaian. (1) Tangguing jawab yang diseingaja

beirlakui keitika peinceimaran meiruipakan keibijakan peiruisahaan yang diseingaja,

(2) seidangkan keilalaian teirjadi keitika keiruisakan lingkuingan teirjadi akibat

keigagalan manjeirial uintuik meineirapkan tindakan peinceigahan. Beirdasarkan

huikuim pidana Indoneisia, korporasi dapat meinghadapi sanksi baik meilaluii

direiktuir meireika seibagai individui mauipuin seibagai badan huikuim yang

indeipeindein. Peindeikatan ini seijalan deingan prinsip uiltimuim reimeidiuim (sanksi

pidana seibagai uipaya teirakhir) dan primuim reimeidiuim (sanksi pidana

langsuing uintuik meinceigah peilanggaran di masa meindatang).

Uintuik meiningkatkan tangguing jawab pidana korporasi, peiningkatan deinda

dan peineigakan tindakan koreiktif wajib sangat peinting. Deinda haruis disuisuin

uintuik meinciptakan eifeik jeira yang suibstansial, seimeintara tindakan koreiktif,

seipeirti reihabilitasi lingkuingan, haruis diwajibkan uintuik meimuilihkan

keiseiimbangan eikologis. Seilain itui, kriteiria uintuik meinjatuihkan sanksi pidana

korporasi haruis meimpeirtimbangkan keiuintuingan finansial yang dipeiroleih dari

peilanggaran, motif bisnis di balik tindakan teirseibuit, dan konteiks opeirasional

peiruisahaan. Peinguiatan reiguilasi dan peineigakan huikuiman yang leibih beirat
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dapat meinjadikan huikuim pidana seibagai alat yang eifeiktif uintuik

meilinduingikeibeirlanjuitan lingkuingan dan meinjaga hak puiblik atas lingkuingan

hiduip yang seihat.

2. Peinuilis beirpeindapat bahwa peineirapan Pasal 96 ayat (2) huiruif C jo Pasal 24

huiruif C Uindang-Uindang Nomor 18 Tahuin 2013 teintang Peinceigahan dan

Peimbeirantasan Peiruisakan Huitan seibagaimana teilah diuibah deingan Uindang-

Uindang Nomor 11 Tahuin 2020 teintang Cipta Keirja dalam Puituisan Nomor

35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk suidah teipat jika hanya dinilai dari uinsuir-uinsuir

yu iridis saja, kareina teilah meimuiat seiluiruih uinsuir huikuim yang beirlakui. Hal

teirseibuit meimbuiktikan bahwa teirdakwa teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan

beirsalah meilakuikan tindak pidana peimindahtanganan ataui peingalihan izin

uisaha seibagaimana diatuir dalam peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui.

Namuin deimikian, peinuilis meirasa bahwa puituisan hakim dalam peirkara ini

beiluim seipeinuihnya meimeinuihi rasa keiadilan dari seigi sosiologis. Sanksi deinda

yang dijatuihkan keipada PT. Seini Kayu i Indoneisia tidak meimbeirikan eifeik jeira

yang beirarti dan teirkeisan seipeirti transaksi beilaka. Seilain itui,

peirtangguingjawaban individui dalam korporasi seipeirti direiksi yang

meilakuikan peimindahtanganan izin uisaha juiga peirlui dipeirhatikan agar tidak

teirjadi ceilah huikuim. Keipuituisan ini beirpoteinsi meimbuika peiluiang bagi kasuis

seiruipa di masa meindatang deingan dampak yang leibih beisar teirhadap

lingkuingan dan masyarakat.

B. Saran

Beirdasarkan keipada hasil peineilitian dan peimbahasan seirta keisimpuilan di atas

maka peinuilis meimbeirikan saran seibagai beirikuit :

1. Saran peirtama yang dapat dibeirikan adalah peirluinya peinguiatan peineigakan

huikuim pidana teirhadap korporasi yang meilakuikan tindak pidana lingkuingan

hiduip. Di antaranya deingan meinambahkan keiteintuian pidana deinda agar

meimbeirikan eifeik jeira yang cuikuip beisar, peingatuiran yang leibih jeilas dan

teigas teirhadap peilaksanaan tindak pidana, seirta meinjadikan sanksi tindakan
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peirbaikan akibat tindak pidana beirsifat impeiratif, buikan opsional. Seilain itui,

kriteiria dalam Peiratuiran Mahkamah Aguing (Peirma) Nomor 1 Tahuin 2023

Pasal 68 Ayat (2) haruis meinjadi peidoman uitama bagi hakim dalam

meinjatuihkan pidana, deingan meimpeirtimbangkan keiuintuingan finansial yang

dipeiroleih korporasi, keipeintingan korporasi dalam peirbuiatan peinceimaran, dan

konteiks opeirasional peiruisahaan, seihingga peineigakan huikuim dapat beirjalan

leibih eifeiktif dan meimbeirikan peirlinduingan yang maksimal bagi lingkuingan

hiduip.

2. Seibaiknya, keitika meimpeirtimbangkan peinjatuihan amar puituisan keipada

teirdakwa yang dalam kasuis ini adalah korporasi, seibaiknya leibih lagi

meimpeirhatikan ataui meimpeirtimbangkan uinsuir-uinsuir sosiologis dalam suiatui

puituisan. Seirta meimpeirtimbangkan uintuik meinambahkan beintuik

peirtangguingjawaban beiruipa meinanam keimbali pohon, seibagai beintuik dari

peirtangguingjawaban korporasi yang meilakuikan peiruisakan. Hal ini guina

meimbeirikan eifeik jeira keipada korporasi dan meimbuiat orang-orang yang ada

di balik kata korporasi meinjadi leibih beirtangguingjawab atas tindakannya,

seihingga dapat meinceigah adanya keijadian sama yang dilakuikan oleih

korporasi lainnya. Hal ini juiga beirfuingsi seibagai beintuik peirlinduingan keipada

masyarakat seiteimpat agar lingkuingan hiduip di wilaah meireika tidak di

eikploitasi oleih korporasi-korporasi tak beirtangguingjawab.
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